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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKATDI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skripsi Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci: Penegakan Hukum,Tindak Pidana, Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2016

Penegakan hukum tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
adalah penegakan aturan yang dilaksanakan oleh petugas berwenang dalam hal ini
adalah Satuan Polisi Pamong Prajaterhadap masyarakat terutama yang melanggar
pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, dalam hal
penegakannya pihak Saturan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Pasal 73 ayat
1 yang berisi ancaman pidana dan denda.Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,
dan juga untuk apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dberdasarkan
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan Hukum
terhadap pelaku tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat pelaku dapat dikenakan ancaman pidana kurungan
paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling, lama 60 (enam puluh) hari atau
denda paling sedikit Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Rendahnya kesadaran hukum, budaya, tidak
seimbangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kendala dalam
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat.
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ABSTRACT

Dede Audeansyah
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LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTIVITIES OF PUBLIC
ORDER AND COMMUNITY DETERMINATION BASED ON ORDINANCE

2016 ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY DETERMINATION
IN THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG

Thesis Faculty of Law 2018

Keywords: Law Enforcement, Crime, Regional Regulation Number 17 of 2016

Law enforcement of public order crime and public peace is the enforcement of the
rules implemented by the competent authority in this case is the PamongPrajater
Police Unit against the public especially violating Article 36 Paragraph (1) of
Regional Regulation Number 17 Year 2016, in the case of the enforcement of the
Police Regulation The Civil Service is guided by Article 73 paragraph 1 which
contains criminal and fines threats. The purpose of the research is to know the
law enforcement of the perpetrators of the crime of Public Order and Communal
Security based on Article 36 paragraph (1) of Regional Regulation Number 17
Year 2016 on Public Order and Community Peace , and also for anything
affecting Law Enforcement Against Criminal Officers of Public Order and
Communal Security under Article 36 paragraph (1) of Regional Regulation No.
17 of 2016. The research method used is empirical juridical method with
approach of law and case approach. The results of the study show that Law
Enforcement of perpetrators of public order and public security based on regional
regulation number 17 of 2016 concerning public order and the tranquility of the
perpetrators can be subject to imprisonment for at least 14 (fourteen) days and
the most, 60 (sixty)  days or a fine of at least Rp. 500,000, - (five hundred
thousand rupiah) and a maximum of Rp. 20.000.000, - (twenty million rupiah).
The lack of legal awareness, culture, unbalanced members of the Civil Service
Police Unit is an obstacle in the implementation of law enforcement against the
perpetrators of public order and public security.
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